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4. Undang-Undang ...

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah
Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan
Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 ten tang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Peraturan
Daerah Nomor Tahun 2021 tentang Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2020, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2020;
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11. Peraturan ...

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
NegaraRepublik Indonesia Nomor4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaandan Tanggungjawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor4400);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor4421);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
NegaraRepublik Indonesia Nomor4438);

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6573);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor6573);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor210, Tambahan Lembaran Negara Tepublik
Indonesia Nomor4028);
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19. Peraturan ...

11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran
NegaraRepublikIndonesia Nomor4575);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan
LembaranNegaraRepublikIndonesia Nomor5515);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor4614);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
RepublikIndonesia Tahun 2010 Nomor5165);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
RepublikIndonesia Nomor5272);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5533);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor73, Tambahan Lembaran
NegaraRepublikIndonesia Nomor6041);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang
Hak Keuangan dan AdministratifPimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan
LembaranNegaraRepublikIndonesia Nomor6057);
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28. Peraturan ...

19. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang
Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubemur Sebagai
Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6224);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

21. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barangy.Jasa Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12
Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden
Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/.Jasa
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 63);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016
tentang Pedoman Penggelolaan Barang Milik Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia tahun 2016 nomor
547);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 1781);

24. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 5
Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat
Tahun 2007 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Lombok Barat Nomor 83);

25. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 13
Tahun 2019 ten tang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah
Kabupaten Lombok Barat Tahun 2019 Nomor 13);

26. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 3
Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran
Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2020 Nomor 3);

27. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 2
Tahun 2021 ten tang Pertanggungjawaban Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok
Barat Tahun 2021 Nomor 2);
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c) Belanja ...

2. Belanja Modal
a) Belanja ModalTanah Rp 3.766.594.630,00
b) Belanja ModalPeralatan

dan Mesin Rp 100.768.960.159,00

1. Belanja Operasi
a) Belanja Pegawai Rp 615.169.082.951,00
b) Belanja Barang Jasa Rp 374.113.231.488,77
c) Belanja Bunga Rp 0,00
d) Belanja Hibah Rp 135.801.080.792,96
e) Belanja Bantuan Sosial Rp 7.770.000.000,00

Rp 95.838.633.681,00
Rp1.687.931.694.537,65

Rp1.373.054.356.910,002. Pendapatan Transfer
3. Lain-lain Pendapatan yang

sah
Jumlah Pendapatan

b. Belanja

Rp 219.038.703.946,65

Pasal1

Laporan realisasi anggaran tahun anggaran 2020 terdiri atas:

a. Pendapatan
1. Pendapatan AsHDaerah

PENDAPATANDANBELANJADAERAHTAHUNANGGARAN
2020.

TENTANG PENJABARAN
PELAKSANAAN ANGGARAN

Menetapkan: PERATURAN BUPATI
PERTANGGUNGJAWABAN

MEMUTUSKAN:

28. Peraturan Bupati LombokBarat Nomor01ATahun 2012
tentang Pedoman Kapitalisasi Barang Milik Daerah
Dalam Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Lombok
Barat (Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun
2012 Nomor01A);

29. Peraturan Bupati LombokBarat Nomor 61 Tahun 2019
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2020 (BeritaDaerah Kabupaten
LombokBarat Tahun 2019 Nomor61);

30. Peraturan Bupati LombokBarat Nomor 62 Tahun 2020
tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita
Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2020 Nomor
62);
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Pasal5 ...

Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran II yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati
ini.

Pasa14

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran
laporan realisasi anggaran.

Pasal3

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

c) BelanjaModalGedung
dan Bangunan Rp 167.982.917.113,00

d) BelanjaModalJalan,
lrigasi dan Jaringan Rp 81.813.934.986,00

e) BelanjaModalAset
Tetap Lainnya Rp 2.047.023.931,00

3. BelanjaTak Terduga Rp 40.994.448.142,00
Jumlah Belanja Rp1.530.227.274.193,73

c. Transfer
1. Transfer BagiHasil

Pendapatan Rp 11.466.845.185,00
2. Transfer Bantuan Keuangan

a) Transfer Bantuan
Keuangan ke Pemerintah
Daerah lainnya Rp 311.879.013,00

b) Transfer Bantuan
Keuangan ke Desa Rp 242.068.479.240200

Jumlah Transfer Rp 253.847.203.438,00
Surplus/ (Defisit) Rp (96. 142.783.094,08)

d. Pembiayaan
1. Penerimaan Rp 149.962.946.375,29
2. Pengeluaran Rp 43.292.334.195200
Jumlah PembiayaanNetto Rp 106.670.612.180,29
Sisa LebihPembiayaan
Anggaran Rp 10. 527.829.086,21

Pasal2
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BERITADAERAHKABUPATENLOMBOKBARATTAHUN2021 NOMOR 38

H. BAEHAQI

SEKRET1KABUPAT ."I-

Diundangkan di Gerung
pada tanggal 5 Agustu 1

'\ H. FAUZAN HALID

Ditetapkan di Gerung
pada tanggal 5 Agustus 2021

'$.' BUPATILOMBOKBARAT,/''' •

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat.

Pasa15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
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